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PUTUSAN
Nomor 543IPdt.GI2019IPA.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara
Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 015 Desa Muara
Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi,
Provinsi Jambi., sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di RT 04 Desa Muara
Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi,
Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis
tertanggal 08 November 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor
543/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tertanggal 08 November 2019. Isinya sebagai
berikut:
1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 telah dilangsungkan
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan
menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi
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Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 389/41/X/2013
tertanggal 28 Oktober 2013;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan
tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
warahmah yang diridhoi oleh Allah Swit;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah kontrakan di Desa Muara Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu,
Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;
4, Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat
telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah
dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT
DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir Pada Tanggal 27 Mei 2014 di
Muara Kumpeh;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah
berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai
sekitar tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak
sekitar tahun 2014 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya
antara lain;
- Tergugat merupakan suami yang suka menggunakan obat-
obatan terlarang;
- Tergugat mudah marah sehingga sering marah-marah
dengan alasan yang tidak jelas;
- Tergugat sering tidak bisa mengendalikan emosinya,
sehingga apabila Tergugat sedang marah akan menyakiti
Penggugat;
- Tergugat bertindak kurang sopan kepada orangtua

Penggugat;
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- Tergugat lebih mementingkan game online daripada

keluarga, sehingga kebutuhan dalam rumah tangga tidak

difikirkannya;

- Tergugat boros terhadap uang, sehingga uang yang

dihasilkan oleh Terugat lebih banyak dihabiskan untuk

kebutuhan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan oktober tahun 2019. Yang
menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah,
dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya.
Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang
dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan
keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan
demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak
membuahkan hasil
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk
membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan,
sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan
Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap
Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan
tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah
memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan
cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
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Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara a quo, Penggugat
dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri
persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah datang sendiri secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk
mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas upaya Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan
bahwa dirinya telah berdamai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis
Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya tersebut, yaitu
perkara Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Sgt.;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu
yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita
Acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan
Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 146 R.Bg, Majelis
Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah
dilaksanakan secara resmi dan patut. Pada hari sidang yang telah
ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara in
person, dan telah mengemukakan haknya secara berimbang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-
sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan
sesuai petunjuk Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan
mencabut gugatannya. Majelis Hakim menilai, pencabutan perkara yang
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diajukan Penggugat telah sesuai dengan petunjuk Pasal 271 RV dan
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung Republik Indonesia  Nomor
1841K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985. Oleh karena itu, untuk
memenuhi asaz peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan
sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berkesimpulan
permohonan pencabutan perkara Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Sgt, dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan

hukum lain serta dalil-dalil syara’ yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
543/Pdt.G/2019/PA.Sgt. oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari hari Rabu, tanggal 20
November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441
Hijriyah, oleh Drs. H. Abdan Khubban, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis,
Dra. Emaneli, M.H. dan Rahmatullah Ramadan D, S.H.l, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Drs. Idwal Maris, M.H.,
sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.
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Hakim Anggota Ketua Majelis
Dra. Emaneli, M.H. Drs. H. Abdan Khubban, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I
Panitera Pengganti

Drs. Idwal Maris, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 250.000,00
4.  PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00
7. PNBP Pencabutan Perkara : Rp 10.000.00

Jumlah Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah)
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